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                                                                  Abstrak 
Melalui program LARASITA ini diharapkan BPN dapat 
memberikan kemudahan pelayanan serta akses yang cepat 
dan murah dalam pengurusan sertifikat tanah, serta dapat 
memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah 
bagi masyarakat. Hasil penelitian didapatkan bahwa 
implementasi program layanan rakyat untuk sertifikat tanah 
ini masih kurang efektif dilihat dari jumlah sumber daya 
manusianya yang kurang, waktu penyelesaian sertifikat tidak 
tepat waktu yang telah ditentukan, sarana/prasarana 
digunakan untuk selain LARASITA dan gangguan transmisi 
radio/signal internet, serta kurang tanggapnya masyarakat 
terhadap program layanan rakyat untuk sertifikat tanah ini. 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal ini Badan 
Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, telah mengupayakan 
penambahan tenaga pelaksana, memberikan pelatihan-
pelatihan dan petunjuk pelaksanaan LARASITA bagi 
implementor, perbaikan jaringan internet ataupun pada 
provider jaringan layanan, serta lebih giat melakukan 
penyuluhan/sosialisasi tentang LARASITA kepada masyarakat.  
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PENDAHULUAN  
 Perkembangan zaman yang semakin 
pesat mengakibatkan tuntutan pemenuhan 
berbagai kebutuhan masyarakat menjadi 
semakin meningkat terutama kepada institusi 
birokrasi. Keluhan masyarakat terhadap 
kurangnya kualitas pelayanan merupakan salah 
satu indikator yang menunjukkan belum 
memadainya pelayanan yang diberikan oleh 
aparatur birokrasi. Tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat tersebut merupakan tantangan bagi 
birokrasi untuk dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik serta untuk dapat melaksanakan 
fungsinya dengan baik. Untuk itu, institusi 
birokrasi perlu menerapkan strategi peningkatan 
pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang menghendaki 
kualitas pelayanan. Penataan dan pembinaan, 
dan pendayagunaan aparatur yang “gagap 
teknologi” sangat diperlukan untuk menghadapi 
tantangan perkembangan zaman ini untuk dapat 
mencapai pelayanan publik yang berkualitas 
sesuai dengan yang didambakan masyarakat. 
            Pembekalan keterampilan dan 
pengetahuan akan teknologi menjadi kebutuhan 
bagi aparatur birokrasi saat ini. Peningkatan 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat haruslah 
diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan 
kompetensi 
aparatur birokrasinya juga, sehingga birokrasi 
yang baik dan sesuai dengan harapan serta 
aspirasi masyarakat dapat tercipta. Adapun 
upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi 
masalah-masalah mengenai pelayanan publik 
adalah dengan cara mencari formula-formula 
baru yang dapat membantu masyarakat untuk 
memenuhi berbagai kebutuhannya.  Salah satu 
instansi publik yang melakukan inovasi pelayanan 
publik adalah pada Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan pada 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, maka 
secara resmi LARASITA   diterapkan diseluruh   
kantor Badan Pertanahan Nasional.  
 LARASITA merupakan sebuah program 
baru dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. 
Adapun yang menjadi fokus dari program ini 
adalah memberikan kepastian hukum dalam 
proses, serta memudahkan bagi masyarakat yang 
hendak melakukan sertifikasi tanah, sekaligus 
memotong mata rantai pengurusan Sertifikat 
tanah dan meminimalisir biaya pengurusan. 
Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah 
(LARASITA) merupakan program yang 
memadukan teknologi informasi dengan 
pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan 
bergerak. Diharapkan mampu menghapus praktik 
persoalan Sertifikat tanah dan memberikan 
kemudahan serta akses yang murah dan cepat 
dalam mewujudkan kepastian hukum. Tujuan, 
adalah untuk menembus daerah-daerah yang 
sulit dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal 
di daerah terpencil tersebut dengan mudah 
mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus 
menempuh jarak yang jauh dan biaya 
transportasi yang besar. 
            LARASITA dibangun dan dikembangkan 
untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945, Undang-undang Pokok Agraria serta 
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seluruh peraturan perundang-undangan di 
bidang pertanahan. Pengembangan LARASITA  
berangkat dari kehendak dan motivasi untuk 
mendekatkan Badan Pertanahan 
Nasional dengan masyarakat, sekaligus 
mengubah paradigma pelaksanaan tugas  
pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif 
menjadi aktif atau proaktif (Pendahuluan 
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang 
LARASITA BPN-RI).   Berbagai    inovasi   mengenai   
pelayanan telah banyak dilakukan   oleh   
sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan 
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan 
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, 
mudah serta terjangkau. Dan juga sebagai 
jawaban kepercayaan yang telah diberikan oleh 
masyarakat terhadap kinerja dari birokrasi 
pelayanan publik yang notabene selama ini 
mendapatkan “image” kurang memuaskan dari 
sebagian besar kalangan masyarakat yang 
mengurus pelayanan baik itu pelayanan perizinan 
maupun pelayanan non perizinan seperti proses 
pengurusan yang terlalu berbelit-belit, memakan 
waktu yang terlalu panjang serta memakan biaya 
yang mahal. 
            Permasalahan yang biasa terjadi pada 
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang 
cenderung mengitari pengurusan sertifikasi 
tanah adalah birokrasi yang rumit dan tidak 
praktis, serta prilaku sejumlah oknum yang 
mengambil keuntungan. Kondisi semacam ini 
berdampak negatif karena masyarakat menjadi 
apatis dalam mengurus sertifikasi tanah di Kantor 
BPN. Padahal sertifikasi tanah itu sangat penting, 
tidak hanya legalitas kepemilikan tanah. Namun 
juga dilihat dari perspektif ekonomi, Sertifikat 
tanah dapat di manfaatkan juga oleh masyarakat   
untuk    mendapatkan    modal   usaha, sehingga   
masyarakat   dapat meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraannya. Program Layanan Rakyat 
untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) ini bertujuan 
untuk mempercepat waktu, memperpendek 
jarak, dan memudahkan pengurusan sertifikat 
tanah. Dengan program ini ditargetkan sertifikasi 
115.650 persil tahun ini dapat tercapai. Untuk 
lebih mengefektifkan implementasi, menurut 
Van Mater dan Van Hom salah satu varibel yang 
mempengaruhi efektivitas pelaksanaan adalah 
komunikasi, dan bentuk komunikasi dalam 
program LARASITA adalah sosialisasi, diharapkan 
dengan adanya   sosialisasi   yang   dilakukan   
oleh   jajaran pegawai BPN, baik itu   sosialisasi   
internal   maupun eksternal LARASITA dapat 
berjalan lancar.   
 Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah 
program baru, sosialisasi internal lebih bertujuan 
untuk pembinaan dan pelatihan bagi para 
pegawai yang secara teknis berhubungan dengan 
IT (Informasi Tecnology) LARASITA. Sedangkan 
sosialisasi eksternal bertujuan untuk 
menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa 
dalam rangka pembangunan di bidang 
pertanahan, BPN mempunyai sebuah program 
baru yang dikenal dengan sebutan LARASITA, 
yaitu sebuah program penerbitan Sertifikat tanah 
secara cepat, mudah dan terjangkau. Dengan 
LARASITA, kantor pertanahan menjadi mampu 
menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan 
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dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan 
tersebut juga akan memberikan ruang interaksi 
antara aparat Badan Pertanahan Nasional 
khususnya aparatur BPN Kabupaten Aceh Utara 
dengan masyarakat    sampai   pada   tingkat   
kecamatan, kelurahan/desa, dan    tingkat 
komunitas masyarakat, di seluruh wilayah 
kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari 
kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Aceh Utara.    
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian dan Konsep Pelaksanaan 
(Implementasi) 
 
              
             Pengertian implementasi (pelaksanaan), 
menurut Nurdin Usman (2002:70) bahwa 
implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, 
tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 
Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 
tujuan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa 
implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu 
kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 
sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu 
untuk mencapai tujuan kegiatan. 
            Pengertian pelaksanaan kebijakan, Hanifah 
Harsono (2002:67) menyatakan pelaksanaan adalah 
suatu proses untuk melaksanakan kebijakan 
menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam 
administrasi. Pengembangan kebijakan dalam 
rangka penyempurnaan suatu program. 
          Michael Howlet dan M. Ramesh dalam 
Subarsono (2009:13) mengatakan proses 
kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai 
berikut: 
a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni 
proses perumusan pilihan-pilihan oleh 
pemerintah. 
b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni 
proses perumusan pilihan-pilihan oleh 
pemerintah. 
c. Pembuat kebijakan (decision makin), yakni 
proses ketika pemerintah memilih untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu tindakan. 
d. Implementasi kebijakan (policy 
implementation), yakni proses untuk 
melaksanakan kebijakan supaya mencapai 
hasil. 
e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni 
proses untuk memonitor dan menilai kinerja 
kebijakan. 
 
            Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, 
menurut Ripley dalam Subarsono (2009:11) 
menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang 
perlu dilakukan yaitu: 
a. Membangun persepsi di kalangan stake holder 
bahwa sebuah fenomena benar-benar 
dianggap masalah. 
b. Membuat batasan masalah dan 
c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut 
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Model Implementasi Kebijakan 
Riant   Nugroho (2003:160)   mengklasifikasikan   
model    implementasi kebijakan yang dapat 
dipetakan sebagai berikut: 
1. Model pertama adalah model yang paling 
klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh 
duet Donald Van Meter dan Van Hom, ada 
enam variabel yang mempengaruhi kinerja 
implementasi, yakni: 
- Standar dan Sasaran kebijakan. Standar dan 
sasaran kebijakan harus jelas dan terukur 
sehingga dapat direalisasikan. Apabila 
standar dan kebijakan kabur, maka akan 
terjadi multi interprestasi dan mudah 
menimbulkan konflik diantara para agen 
implementasi. 
- Sumber Daya. Implementasi kebijakan 
perlu dukungan sumber daya, baik sumber 
daya manusia maupun sumber daya non 
manusia. 
- Komunikasi antar organisasi dan penguatan 
aktivitas. Dalam   implementasi program 
pelu dukungan dan   koordinasi   dengan 
instansi lain. Untuk itu diperlukan 
koordinasi dan kerja sama antar instansi 
bagi keberhasilan suatu program. 
- Karakteristik agen pelaksana. Agen 
pelaksana mencakup struktur birokrasi, 
norma-norma, dan pola-pola hubungan 
yang terjadi dalam birokrasi, yang 
semuanya akan mempengaruhi 
implementasi suatu program. 
- Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 
Variabel ini mencakup sumber daya 
ekonomi, lingkungan yang dapat 
mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan; sejauh mana kelompok-
kelompok kepentingan dapat memberikan 
dukungan bagi implementasi kebijakan; 
karakteristik para partisipan, yakni 
mendukung atau menolak; bagaimana sifat 
opini publik yang ada dilingkungan; dan 
apakah elit politik mendukung 
implementasi kebijakan. 
- Disposisi implementor. Disposisi 
implementor ini mencakup tiga hal, yakni: 
(a) Respon implementor terhadap 
kebijakan yang akan dipengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan 
kebijakan; (b) Kognisi, yakni 
pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) 
Intensitas disposisi implementor, yakni 
prefensi nilai yang dimiliki oleh 
implementor. 
 
2. Model kedua adalah model yang diperkenalkan 
oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabartier 
mengklasifikasikan proses implementasi 
kebijakan ke dalam tiga variabel: 
-  Variabel independent, yaitu masalah 
dikendalikan dengan indikator masalah 
teori, teknis pelaksanaan, keragaman objek 
dan perubahan seperti apa yang dikendaki. 
- Variabel intervening, yaitu kemampuan 
kebijakan untuk menjabarkan atau 
menstrukturkan proses implementasi 
kebijakan. 
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- Variabel dependent, yaitu tahapan dalam 
proses implementasi yaitu pemahaman, 
kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan 
atas hasil nyata mengarah kepada revisi atas 
kebijakan yang dibuat. 
 
3. Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood 
dan Lewis A. Gunn. Sebenarnya model 
Hoogwood dan Gunn mendasarkan kepada 
konsep manajemen yang sistematis dan tidak 
meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan 
publik. 
4. Model keempat adalah model Merilee S. 
Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan 
konteks iIde dasarnya adalah bahwa setelah 
kebijakan ditransformasikan, maka 
implementasi kebijakan dilakukan. 
5. Model kelima adalah model yang disusun oleh 
Richard Elmore dan Michael Lipsky, Benny 
Hjern dan David Porter. Dimulai dari 
mengindentifikasi jangan aktor yang terlihat di 
dalam proses pelayanan dan menanyakan 
kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas dan 
kontak yang mereka miliki. Model ini 
mendorong masyarakat untuk mengerjakan 
sendiri implementasi kebijakannya atau masih 
melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya 
di tataran bawah. Kebijakan ini harus dibuat 
sesuai dengan hamparan, keinginan publik 
karena model ini biasanya diprakarsai oleh 




Tahapan Implementasi Kebijakan 
Menurut pandangan Repley dalam 
Subarsono (2009:11), bahwa tahapan  
kebijakan publik terdiri dari: (1) Penyusunan 
agenda kebijakan, (2) Formulasi dan legitimasi 
kebijakan (3) Implementasi kebijakan dan (4) 
Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan 
dampak kebijakan. Dalam tahap penyusunan 
agenda kebijakan terdapat tiga kegiatan yang 
perlu dilakukan yaitu: 
a. Membangun persepsi di kalangan stake holder 
bahwa sebuah fenomena benar-benar 
dianggap masalah. 
b. Membuat batasan masalah dan 
c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut 
bisa masuk dalam agenda pemerintah. 
           Pada tahap formulasi dan legitimasi 
kebijakan, Repley dalam Subarsono (2009:12) 
mengatakan bahwa, analisa kebijakan perlu 
mengumpulkan dan menganalisa informasi yang 
berhubungan dengan masalah yang bersangkutan,    
kemudian      berusaha      mengembangkan    
alternatif-alternatif kebijakan,   membangun  
dukungan  dan  melakukan  negosiasi, sehingga  
sampai  pada sebuah kebijakan yang dipilih. 
            Tahap selanjutnya adalah implementasi 
kebijakan. Pada tahap ini diperlukan dukungan 
sumber daya dan penyusunan organisasi 
pelaksanaan kebijakan. Dalam proses 
implementasi sering ada mekanisme insentif dan 
sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan 
baik. Dari tindakan kebijakan akan menghasilkan 
kinerja dan dampak kebijakan, dan proses 
selanjutnya adalah evaluasi terhadap 
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implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. 
Evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan 
baru di masa yang akan datang. 
  
 Faktor Penghambat Implementasi 
            Menurut Bambang Sugono (2003:23), 
implementasi kebijakan mempunyai beberapa 
faktor penghambat, yaitu: 
a. Isi Kebijakan. Implementasi kebijakan gagal 
karena masih samarnya isi kebijakan, 
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak 
cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan 
prioritas, atau program-program kebijakan 
terlalu umum atau sama sekali tidak ada. 
Kedua, karena kurangnya ketetapan intern 
maupun ekstern dari kebijakan yang akan 
dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan 
diimplementasikan dapat juga menunjukkan 
adanya kekurangan-kekurangan yang sangat 
berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya 
kegagalan implementasi suatu kebijakan publik   
dapat   terjadi   karena    kekurangan-
kekurangan yang menyangkut sumber daya-
sumber daya pembantu, misalnya yang 
menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga 
manusia. 
b. Informasi. Implementasi kebijakan publik 
mengasumsikan bahwa para pemegang peran 
yang terlibat langsung mempunyai informasi 
yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat 
memainkan perannya dengan baik. Informasi 
ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya 
gangguan komunikasi. 
c. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik 
akan sanngat sulit apabila pada 
pengimplementasiannya tidak cukup dukungan 
untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. 
d. Pembagian Potensi. Sebab musabab yang 
berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 
kebijakan publik juga ditentukan aspek 
pembagian potensi diantara para pelaku yang 
terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini 
berkaitan dengan diferensi tugas dan 
wewenang organisasi pelaksana. Adanya 
penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-
kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak 
mendapat penolakan warga masyarakat dalam 
implementasinya. 
 
Menurut James Anderson dalam Bambang 
Sugono (2000:149), faktor-faktor yang 
menyebabkan anggota masyarakat tidak 
mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan 
publik, yaitu: 
a. Adanya    ketidakpatuhan    selektif    terhadap    
hukum, di mana   terdapat beberapa 
peraturan perundang-undangan atau 
kebijakan publik yang bersifat kurang 
mengikat individu-individu. 
b. Karena   anggota    masyarakat   dalam   suatu   
kelompok atau   perkumpulan di mana   
mereka   mempunyai   gagasan atau pemikiran 
yang tidak sesuai       atau bertentangan 
dengan peraturan hukum dan keinginan 
pemerintah. 
c. Adanya   keinginan mencari keuntungan   
dengan   cepat   diantara   anggota masyarakat 
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yang bertindak dengan menipu atau dengan 
jalan melawan hukum. 
d. Adanya ketidakpastian hukum atau 
ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang 
mungkin saling bertentangann satu sama lain, 
yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan 
orang pada hukum atau kebijakan publik. 
e. Apabila   suatu   kebijakan bertentangan 
dengan sistem nilai   yang    dianut masyarakat 
secara luas atau kelompok-kelompok tertentu 
dalam masyarakat.  
 
Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi 
kebijakan 
            Bambang Sugono (2000:152) mengatakan, 
peraturan perundang-undangan merupakan sarana 
bagi implementasi kebijakan publik. Suatu 
kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam 
pembuatan maupun implementasinya didukung 
oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-
unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan 
dapat terlaksana dengan baik, yaitu: 
a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, 
di mana terdapat kemungkinan adanya 
ketidakcocokan antara kebijakan dengan 
hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang 
berlaku dalam masyarakat. 
b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum 
atau kebijakan. Para petugas 
 hukum yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan 
sebagainya harus memiliki  
mental   yang   baik   dalam   melaksanakan 
(menerapkan)  suatu     peraturan  
perundang-undangan atau kebijakan. Sebab 
apabila terjadi yang sebaliknya,  
maka akan terjadi gangguan-gangguan atau 
hambatan-hambatan dalam melaksanakan 
kebijakan/peraturan hukum. 
c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung 
pelaksanaan atau peraturan hukum. Apabila 
suatu peraturan perundang-perundangan ingin 
terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang 
oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak 
menimbulkan gangguan-gangguan atau 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. 
d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini 
diperlukan adanya kesadaran hukum 
masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku 




Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 
Program 
a. Standar dan Sasaran kebijakan. Standar dan 
sasaran kebijakan harus jelas dan terukur 
sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar 
dan kebijakan kabur, maka akan terjadi multi 
interprestasi   dan   mudah   menimbulkan   
konflik diantara   para   agen implementasi. 
b. Sumber Daya.  Implementasi kebijakan perlu 
dukungan sumber daya, baik   sumber   daya 
        manusia maupun sumber daya non manusia. 
c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan 
aktivitas. Dalam   implementasi   program   
perlu   dukungan    dan   koordinasi dengan 
instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi 
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dan kerja sama antar instansi bagi 
keberhasilan suatu program. 
d. Karakteristik agen pelaksana. Agen pelaksana 
mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 
birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi 
implementasi suatu program. 
e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Variabel 
ini mencakup sumber ekonomi, lingkungan 
yang dapat mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan; sejauh mana 
kelompok-kelompok kepentingan dapat 
memberikan dukungan bagi implementasi 
kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni 
mendukung atau menolak; bagaimana sifat 
opini publik yang ada di lingkungan; dan 
apakah elit politik mendukung implementasi 
kebijakan. 
f. Disposisi implementor. Disposisi implementor 
ini mencakup tiga hal, yakni; (a) respon 
implementor terhadap kebijakan yang akan 
dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan 
kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya 
untuk melaksanakan    kebijakan; (b) kognisi, 
yakni   pemahamannya   terhadap       
kebijakan, dan (c) intensitas disposisi 
implementor, yakni prefensi nilai yang dimiliki 
oleh implementor. 
 
Pengertian dan Konsep Kebijakan 
            Kebijakan umumnya dianggap   sesuai 
pedoman unit bertindak saluran untuk berfikir.  
Secara khusus kebijakan adalah pedoman untuk   
melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mencakup 
seluruh bidang (universal) tempat tindakan yang   
dilakukan, jika   kebijakan   berkenan   dengan   
suatu   pernyataan   umum keinginan manajemen, 
seperti adanya kebijakan yang ditempuh 
masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.   
Kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh 
seorang pelaku atau sekelompok politik dalam 
usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai 
tujuan itu. Namun pada prinsipnya pihak yang 
membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan 
untuk melaksanakan. 
            Carl Friedrich dalam Wahab (2005:2) 
menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan 
yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 
hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan.    
  Dengan demikian, kalau beberapa konsep 
tersebut kita ikuti maka kita dapat mengambil 
kesimpulan, bahwasanya sebuah kebijakan dapat 
mengarahkan pada tindakan untuk mencapai 
sasaran atau tujuan. Kebijakan juga dapat 
menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan 
dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti, 
karena kebijakan itu dirancang untuk menjamin 
konstansi tujuan dan untuk menghindari keputusan 
yang berwawasan sempit dan berdasarkan 
kelayakan. Dengan demikian kita dapat mendalilkan 
bahwa perhatian kita dalam mempelajari 
kebijaksanaan negara seharusnya diarahkan pada 
apa yang senyatanya dilakukan oleh Pemerintah 
dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




            Para ahli yang mewakili kutub pertama 
memandang kebijaksanaan Negara dalam tiga 
aspek, yaitu perumusan kebijaksanaan sebenarnya 
terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan. 
Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila 
Pressman dalam Wahab (2005:32) mendefinisikan 
kebijaksanaan Negara sebagai “suatu hipotesis yang 
mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-
akibat yang dapat diramalkan”. Dari rumusan 
pembuatan kebijaksanaan Negara yang 
dikemukakan Dror dalam Wahab (2005:34) kita 
dapat mengenali 12 (dua belas) ciri yang terdapat 
dalam pembuatan kebijaksanaan Negara, yaitu: 
1. Sangat kompleks 
2. Prosesnya bersifat dinamis 
3. Komponen-komponen beraneka ragam 
4. Peran masing-masing sub struktur berbeda-
beda 
5. Memutuskan 
6. Sebagai pedoman umum 
7. Untuk mengambil tindakan 
8. Diarahkan pada masa depan 
9. Terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga 
pemerintah 
10. Secara formal dimaksudkan untuk mencapai 
suatu tujuan 
11. Apa yang tercermin dalam kepentingan 
umum 
12. Dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. 
 
Pengertian Program 
            Secara umum pengertian program adalah 
penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini 
program merupakan bagian dari perencanaan. 
Sering pula diartikan bahwa program adalah 
kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. 
Untuk lebih memahami mengenal pengertian 
program, berikut ini akan dikemukakan defenisi 
oleh beberapa ahli: 
            Wirawan (2011:71) mengambarkan dan 
menganalisis suatu program terdapat bagian-bagian 
pokok yang harus ada dalam tipe logic model yaitu: 
1) input, 2). Komponen, 3). Implementasi kerja di 
lapangan, 4). Bentuk-bentuk hubungan kerja antar 
lini, 5). Output, 6). Outcomes.    Inputs, adalah 
sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 
menjalankan program, contoh antara   lain, dana, 
sumber   daya   manusia, sarana, fasilitas 
pendukung, pengetahuan.  Komponen, adalah 
kelompok aktif dalam program. Implementasi 
keja/pelaksanaan, contoh modal untuk menilai 
kebutuhan pelatihan bagi peserta, skill 
departement untuk menyediakan tenaga-tenaga 
trampil. Bentuk-bentuk hubungan antar lini, 
maksudnya adalah inventarisir faktor-faktor apa 
saja yang bisa menjembatani antara outputs dari 
suatu program dengan outcomes. Outcomes, dapat 
dikatakan sebanyak mungkin outputs   program 
diterima masyarakat pada semua sektor. 
 
Konsep dan Pengertian LARASITA 
             Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Tentang LARASITA Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam 
pasal 1 dikatakan bahwa dalam rangka 
mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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kepada masyarakat dikembangkan pola 
pengelolaan pertanahan yang disebut LARASITA. 
LARASITA adalah kebijakan inovatif yang beranjak 
dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, 
diharapkan, dan dipikirkan oleh masyarakat. 
LARASITA merupakan Layanan Rakyat untuk 
Sertifikat Tanah. Program ini memadukan 
teknologi informasi dengan pelayanan petugas 
BPN dalam bentuk pelayanan bergerak, 
diharapkan mampu menghapus praktik persoalan 
Sertifikat Tanah dan memberikan kemudahan 
serta akses yang murah dan cepat dalam 
mewujudkan kepastian hukum. Tujuannya, adalah 
untuk menembus daerah-daerah yang sulit 
dijangkau, sehingga masyarakat yang tinggal di 
daerah terpencil tersebut dengan mudah 
mendapatkan pelayanan pertanahan tanpa harus 
menempuh jarak yang jauh dan biaya transportasi 
yang besar. 
LARASITA juga merupakan layanan sistem 
front office mobile secara online dengan kantor 
pertanahan setempat. Sehingga seluruh proses 
pelayanan dari mobil/sepeda motor LARASITA saat 
itu juga langsung  terdata  di  kantor  pertanahan. 
Penerbitan Sertifikat tanah yang dilaksanakan oleh 
kantor BPN berdasarkan atas Undang-undang 
Pokok Agraria mengenai pendaftaran tanah. 
Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 
penyajian, pemeliharaan data fisik, data yuridis  
dalam  bentuk  peta,  Daftar  mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya  
bagi  bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, 
hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak 
tertentu yang membebaninya (Pasal 1 Ayat 1 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).  
Dalam Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 tentang 
pendaftaran tanah, adapun yang menjadi tujuan 
pendaftaran tanah adalah sebagai berikut: 
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan   
perlindungan   hukum   kepada  pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun 
dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. 
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-
pihak  yang   berkepentingan termasuk  
pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  
memperoleh  data   yang diperlukan dalam 
mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar. 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi 
pertanahan. 
 
          Dalam rangka pembangunan di bidang 
pertanahan maka pemerintah telah menetapkan 
suatu kebijaksanaan khusus yang dikenal dengan 
istilah Catur Tertib Pertanahan yang meliputi: 
a. Tertib Hukum Pertanahan 
b. Tertib Administrasi Pertanahan 
c. Tertib Pengunaan Tanah 
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            Berdasarkan Catur Tertib Pertanahan di 
atas, berarti BPN di sini memiliki  fungsi  
melaksanakan  pengurusan  hak-hak  atas  tanah 
dalam  rangka memelihara tertib administrasi 
pertanahan. Di mana Tertib Administrasi 
Pertanahan juga merupakan salah satu dari tujuan 
pendaftaran tanah. Dalam hubungan LARASITA 
dengan pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan 
tersebut maka segala sesuatu yang menyangkut 
bidang pertanahan harus diselesaikan melalui 
prosedur hukum yang berlaku bukan diselesaikan 
dengan mempergunakan kekerasan ataupun 
mempergunakan kekuasaan. 
 
Tugas Pokok dan Fungsi LARASITA 
            LARASITA menjalankan tugas pokok dan  
fungsi  yang  ada  pada  kantor  pertanahan.  
Namun  sesuai  dengan  sifatnya  yang  bergerak,  
pelaksanaan   tugas pokok dan fungsi tersebut 
diperlukan pemberian atau  pendelegasian  
kewenangan yang diperlukan guna kelancaran 
pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian 
LARASITA menjadi mekanisme untuk: 
1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan 
pembaruan agraria nasional (reforma agraria). 
2. Melaksanakan pendampingan dan 
pemberdayaan masyarakat di bidang 
pertanahan. 
3. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-
tanah terlantar. 
4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-
tanah yang diindikasi bermasalah. 
5. Memfasilitasi penyelesaian tanah yang 
bermasalah yang mungkiin diselesaikan di 
lapangan. 
6. Menyambungkan program BPN RI dengan 
aspirasi yang berkembang di masyarakat. 
7. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi 
aset tanah. 
 
Adapun manfaat LARASITA, yaitu: 
1. Pelayanan kepada masyarakat lebih dekat 
2. Beban biaya masyarakat menjadi lebih ringan 
3. Masyarakat langsung dilayani petugas BPN 
4. Kepastian pelayanan yang bertanggung jawab 
5. Proses lebih cepat 
 
 Jenis Pelayanan LARASITA 
1. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali 
2. Pengakuan dan Penegasan Hak Sporadik 
3. Pemecahan Sertifikat 
4. Penggabungan Sertifikat 
5. Penggabungan Sertifikat 
6. Pengembalian Batas 
7. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 
8. Pengukuran Ulang dan Pemetaan Bidang 
Tanah 
9. Peralihan Hak–Hibah 
10. Peralihan Hak–Jual Beli 
11. Peralihan Hak–Pembagian Hak Bersama 
12. Peralihan Hak–Pewaris 
13. Peralihan Hak–Tukar Menukar 
14. Peralihan Dak dari Hak Guna Bangunan 
menjadi Hak Milik 
15. Salinah Warkah/Peta/Surat Ukur 
16. Sertifikat Wakaf untuk Tanah Terdaftar 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





 Penelitian ini penulis menggunakan jenis 
pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif analisis dengan lokasi penelitian pada 
kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Kabupaten Aceh Utara.  
 
HASIL PENELITIAN 
Implementasi   Program   Layanan   Rakyat   
untuk   Sertifikat  Tanah (LARASITA)  pada Kantor 
Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara 
 
a.  Sumber Daya (resource) 
            Secara kuantitas pelaksana dari program 
LARASITA ini  belum  memadai, di sini peneliti 
melihat  beberapa  indikator  tentang  sumber  
daya  manusia,  yaitu  berdasarkan  unit   kerja,  
sumber  daya  berdasarkan  golongan,  dan   
berdasarkan jenjang pendidikan. Dilihat dari 
jumlah sumber daya manusia di kantor 
pertananahan kabupaten Aceh Utara tidak cukup  
memadai melihat luasnya wilayah dan banyaknya 
masyarakat yang harus dilayani.  
          Dimensi efisiensi terkait efektivitas LARASITA 
di kantor pertanahan kabupaten Aceh Utara dapat 
dilihat dari beberapa indikator, yaitu: waktu, 
Menyangkut  ketepatan  antara  pelaksanaan   
dengan   jadwal  yang  telah   dibuat sebelumnya, 
terkadang tidak tepat waktu dalam penyelesaian 
satu berkas. Hal ini tidak sesuai dengan harapan 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan RI No. 1 
Tahun  2010  tentang   standar   baku   pelayanan   
dan   pengaturan   pertanahan.    Untuk biaya tidak 
ditemuinya kendala, berjalan sesuai dengan PP 13 
Tahun  2010. Prosedur pelayanan, baik dari segi 
kejelasan persyaratan administrasi maupun 
kesederhanaan alur pelayanan Layanan Rakyat 
untuk Sertifikat Tanah sudah dapat dikatan mudah 
difahami masyarakat pengguna LARASITA. 
Sedangkan koordinasi pimpinan dan bawahan, 
dapat dikatakan baik dan harmonis. Dalam 
variabel ini tidak terdapat masalah yang 
memungkinkan tidak tercapainya efektifitas 
implementasi LARASITA.  
 
b. Komunikasi dan Sosialisasi 
             Tiga indikator yang dapat digunakan untuk 
mengukur aspek komunikasi dalam suatu  
kebijakan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  
kebijakan  yang  dimaksud, yaitu: 1. Transmisi. 2. 
Kejelasan Informasi. 3. Konsistensi  informasi. 
Secara umum  untuk  transmisi  tidak  ditemuinya  
kendala. Disini penulis melihat kurang efektifnya    
kejelasan   informasi   mengenai   program   
Layanan   Rakyat   untuk Sertifikat Tanah kepada 
target group atau masyarakat. Sedangkan dari  
konsistensi informasi Sejauh ini belum terjadi 
perubahan-perubahan yang signifikan.  Artinya 
dalam pelaksanaan LARASITA adanya konsistensi 
sesuai dalam Peraturatun Kepala Pertanahan RI 
No. 18 Tahun 2009 tentang LARASITA. 
 
Disposisi  (attitude) 
            Dua aspek yang perlu diperhatikan dalam 
mengatasi dampak dan sikap birokrat atau 
pelaksana yang sering kali mengesampingkan 
pelaksanaan program yang telah dibuat, yaitu: 
penempatan pegawai dan insentif. Koordinasi 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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antara pimpinan  dan bawahan  sangatlah   
penting   dalam  mewujudkan    layanan  yang  
efektif.  Untuk penambahan jumlah personil 
diselesaikan dengan pertimbangan-pertimbangan   
pengangkatan  efektif,  sistem   pelayanan   publik,   
sistem   aturan kepegawaian dan metode-metode 
personel yang telah ada. 
 
Kesediaan Sarana/prasarana LARASITA 
            Dilihat dari sarana/prasarana, pada 
prakteknya mobil LARASITA digunakan untuk 
selain LARASITA dan gangguan transmisi 
radio/signal internet untuk mendupdate data 
secara online. Untuk itu dilakukan inovasi dengan 
melakukan perubahan konsep komunikasi datanya 
dari menggunakan frekuensi radio dirubah 
menggunakan protokol internet, namun masih 
juga terkendala dengan jaringan/signal yang 
buruk. Sebagai solusi sementara, dibuat alternatif 
pengoperasian aplikasi LARASITA secara online 
pada kawasan-kawasan dengan infrastruktur 
telekomunikasi yang relatif baik dan secara offline 
pada kawasan dengan infrastruktur 
telekomunikasi yang tidak stabil. 
 
Hambatan/kendala   dalam   Implementasi   
Program   LARASITA  Kabupaten Aceh Utara 
 
            Sumber daya, merupakan hal penting dalam 
implementasi  kebijakan  yang baik. Dapat dilihat 
dari indikator-indikator yang digunakan seperti 
yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Disini 
kantor pertanahan kabupaten Aceh Utara 
kekurangan staf/implementor dilihat dari luasnya 
wilayah prioritas dan jumlah penduduk yang harus 
dilayani LARASITA.  Informasi, Adanya kendala 
dalam perencanaan; jadwal kunjungan dan 
pemilihan lokasi. Kendala dalam pelaksanaan; 
penyalahgunaan mobil selain untuk kegiatan 
LARASITA, terbatasnya jaringan komunikasi, dan 
terbatasnya petugas/implementor.  
Sedangkan kendala dari masyarakat; 
kurangnya  kesadaran  masyarakat dalam  hal 
pendaftaran tanah dan lebih percaya kepada pihak 
ke tiga/calo. Kualitas komunikasi  para  
implementor  terhadap  kelompok  sasaran/target  
group  kurang efektive, sehingga implementasi 
LARASITA tidak mencapai efektivitas seperti yang 
diharapkan dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 18 
Tahun 2009 tentang LARASITA. Upaya yang 
dilakukan dalam mengatasi hambatan ini Badan 
Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, telah 
mengupayakan penambahan tenaga pelaksana 
sesuai kebijakan pemerintah. Memberikan 
pelatihan-pelatihan dan petunjuk pelaksanaan 
LARASITA  bagi  implementor. Perbaikan jaringan  
komunikasi/internet  ataupun pada provider 
jaringan layanan. Dan lebih giat melakukan   




1. Implementasi program Layanan Rakyat untuk 
Sertifikat Tanah pada Kantor BPN Aceh Utara 
dapat di katakan masih  kurang efektif. Ini 
dapat dilihat dari pendekatan yang 
mempengaruhi pelaksanaan/implementasi 
suatu program atau kebijakan. Dari hasil 
observasi dan wawancara, di mana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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jumlah/kuantitas  implementor di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Aceh Utara tidak 
memadai jika dilihat luasnya wilayah prioritas 
dan jumlah masyarakat pengguna LARASITA 
yang harus dilayani.  
2. Dari segi waktu, penyelesaian terkesan molor 
dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 
Kejelasan informasi secara detail mengenai 
kelengkapan berkas permohonan, waktu 
pelaksanaan, serta prosedur-prosedur ada 
yang belum dipahami masyarakat. Hal ini 
disebabkan kesalahan dari masyarakat sendiri 
yang kurang tanggap dan memahami 
pentingnya persertifikasian tanah. Layanan 
Rakyat untuk Sertifikat Tanah didukung dengan 
satu unit mobil dengan pasilitas pendukung 
dua buah komputer, alat transmisi radio, wi fi, 
dan meja-meja yang dapat digunakan petugas 
dalam pelaksanaan LARASITA.  
3. Hambatan/kendala dalam implementasi 
program LARASITA BPN Kabupaten Aceh Utara, 
yaitu: kendala dalam perencanaan dan kendala 
dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam 
perencanaan, pemilihan lokasi dan pembuatan 
jadwal kunjungan LARASITA. Kendala dalam 
pelaksanaan, yaitu penyalahgunaan mobil 
Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah yang 
digunakan untuk kegiatan selain LARASITA, 
terbatasnya jumlah implementor, dan 
terbatasnya jaringan komunikasi secara online. 
Dalam variabel ini dapat menjadi implementasi 
LARASITA tidak dapat berjalan secara 
optimal/efektif seperti yang diharapkan.  
4. Untuk mengatasi kendala-kendala ini dilakukan 
upaya, yaitu dalam meningkatkan kompetensi 
implementor sering diberikan pelatihan-
pelatihan, penambahan jumlah tenaga teknis 
implementor yang masih dalam proses, lebih 
giat melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang 
LARASITA kepada masyarakat. Perbaikan 
jaringan internet pada mobil LARASITA 
ataupun pada provider jaringan layanan. 
Penggunaan mobil LARASITA hanya untuk 
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